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BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupa.ti ini yang dimaksud dengan:
1.   Bupati adalah Bupa.ti sanggau.
2.   Pemerintah  Daerah  adalah  bupati  sebagal  unsur penyelenggara pemerintahan

daerah   yang   memimpin   pelaksanaan   urusan   pemerintahan   yang   menjadi
kewenangan Kabupaten S anggau.

3.   Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwaldlan rakyat
daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Kabupaten S anggau.

4.   Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  adalah  Dines
Penanaman Modal dan Pelayanan Telpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.

5.   Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  adalah
Kepala Dina.s Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sanggau.

6.   Izin  adalah  dokumen  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah  berdasarkan
ketentuan   peraturan   perundang-undangan   dan   merupakan   buldi   legalitas
menyatakan  sah  atau  memperbolehkan  seseorang  atau  badan  hukum  untuk
melakukan kegiatan usaha tertentu.

7.   Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penananan modal
yang   dikelual'kan   oleh   pemerintah   dan   pemerintah   daerah   yang   memfliki
kewenangan §esual denLrari ketentuan pera'turan perufidang-undangrn.

8.   Nonperizinari  adalah segala bentuk kemudahan pelayanan,  fasilitas fiskal,  dan
informasi  mengenal  penanaman  modal,   sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

9.    Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk
memulal dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

10. Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  adalah  perizinan  berusaha  berdasarkan
tingkat risiko kegiatan usaha.

11. Sistem   Perizinan   Berusaha   Terintegrasi    Secara   Elektronik   (07iz€ne   S€ngze
Swb77dssz.o7i)  yang  selanjutnya  disebut  Sistem   OSS  adalah  sistem  elektronik
terintegrasi  yang  dikelola  dan  diselenggarakan  oleh  lembaga  pengelola  dan
penyelenggara    o7tzz.7te    sjngze   sztz7missz'o7i   untuk   penyelenggaraan    perizinan
berusaha berbasis risiko.

12. Pendelegasian  Kewenangan     adalah  penyerahan  tugas,  hak,  kewajiban  dan
pertanggungjawaban  perizinan  dan  nonperizinan,  termasuk  penandatanganan
atas nana pemberi wewenang.

13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjuriya disebut lembaga
OSS   adalah lembaga   pemerintah   nonkementerian   yang   menyelenggarakan
urusan pemerintahari di bidang koordinasi penanaman modal.

BAB 11
PENDELEGASIAN REWENANGAN

Pasal 2

(1)  Bupa.ti   mendelegasikan   kewenangan   dalam   penyelenggaraan   Perizinan   dan
Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal  dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

(2)  Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi:
a.     Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dart
b.     Perizinan ]ainnya.
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(3)  Pendelegasian Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam   rangka
pelayanan:
a.     Perizinan Berusaha melalui  sistem oss; dan
b.     Perizinan lainnya dan Nonperizinan.

(4)  Kewenangan sebagaimana dinaksud pada  ayat (3) meliputi:
a.     1ayanan perbantuan perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;
b.     penerimaan    dan    pemrosesan    pemohonan    Perizinan    lainnya    dan

Nonperizinan yang diajukan pemohon;
c.     menolak   permohonan   Perizinan  lairmya   dan   Nonperizinan  yang   tidak

len8kap dan tidak sesual dengan persyaratan;
d.     berkoordinasi   dengan   Peran8kat   Daerah   terkait   sehubungan   dengan

Perizinan lainnya dan Nonperizinan;
e.     penefbitafi    dan    penandatafiganati    dok-timeii    Pefiziiiafi    lainfiya    daji

Nonperizinan; dan
f.      pencabutan  dan  pembatalan  dokumen  Perizinan  dan  Nonperizinan  yang

telah diterbitkan.

BAB Ill
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 3

(1)   Setiap pemberian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko harus melalui Sistem OSS.
(2)   Perizinan  Berusaha  Berbasis   Risiko   se-bagaimana   dimaksud   pada   a.yat   (1)

dilakuha]:I  secara  elektronik  dan  terintegrasi  melalui  Sistem  OSS  yang  dapat
dilaksanahan oleh pelaku usaha secara mandiri atau layanan perbantuan Dinas
Penanalnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(3)   Perizinan   Berusaha  Berbasis   Risiko   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
meliputi sektor:
a.     Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sekeor kelautan dan perikanan;
b.     Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor pertanian;
c.     Perizinan    Berusaha   Berbasis    Risiko    sektor   lin8kungan    hidup    dan

kehutanan;
d.     Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor perindustrian;
e.     Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor perdagangan;
f.      Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sekeor pekeljaan umum dan perumahan

rakyat;
9.     Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor transportasi;
h.     Perizinan   Bemsana   Berba§i§   Ri§iko   Sub   §ektor   ke§ehatan,   obat   dan

makanan;
i.      Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor pendidikan dan kebudayaan;
j.      Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor pariwisata; dan
k.     Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sckt:or ketenagakeq.aan.

Pasal 4

(1)   Perizinan lainnya dan Nonperizinan  merupakan segala bentuk persetujuan yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang meniiliki kewenangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak tercantum di dalam Sistem
OSS.
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(2)   Pela.yanan   Perizinan   lainnya   dan   Nonperizinan      berupa   penandatanganan
dokumen   Perizinan   dan   Nonperizinan   secara   manual   atau   tanda   tangari
elektronik.

(3)   Perizinan  lainnya  dan  Nonperizinan     sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
meliputi  sektor:
a. pekerjaan umum dan penataan ruang, terdiri atas:

1.   persetujuan bangunan gedung, dan
2.  rekomendasi tata ruang;

b. keseha.tan, yalmi lzin praktek tenaga kesehatan;
c. perumahan dan kawasan permuldman, terdiri atas:

1.   Izin pembangunan dan pengembangan rumah; dan
2,   Izin pembangunan dan pengembangan kawa§an   permukiman;

d. sosial yahai lzin pengumpulan sumbangan dalam daerah;

e. komunikasi dan informa.tika, yakni lzin penyelenggaraan warung internet;

f. kebudayaan,  yalmi Izin  memba.wa cagar  budaya  keluar  daerah  dalam  satu
daerah provinsi;

9. pertanahan, yalmi lzin membuka tanah;

h.1ingkungan hidup ,terdiri atas:
1.   Izin pemanfaatan air limbah industri minyak sa.wit pada tanah perkebunan

kelapa sa.wit; dan
2.   Izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengan8kutan sampah

dan pemprosesan akhir sampah yang diselenggarkan oleh swasta;

i.  perhubungan, terdiri atas:
1.   Izin penyelenggaraan dan pembangunan fashitas par]dr;
2.   Izin penyelenggaraan taksi dan angkeitan kawasan tertentu yang wila.yah

operasinya berada dalam daerah;
3.   Izin angkutan umum;
4.   Izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
5.   Izin u§aha badan usaha pelabuhan;
6.   Izin pengembangan pelabuhan;
7.   Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 (duapuluh empat) jam;
8.   Izin  pekeljaan  pengerukan  di  wilayah  peralran  pelabuhan  pengumpan

lokal;
9.   Izin reldamasi di wilayah perairan pelabuhan; dan
10. Izin membuka akses jalan ]thusus ke jalan umum;

j. pertanian, terdiri atas:
1.   Izin penjualan pupuk dan pestisida;
2.   Izin usaha rumah potong hewan;
3.   Izin usaha. produksi bibit dan benih temak; dan
4.   Izin usaha rumah sakit hewan;

k. kehutanan, yahai ]zin pengelolaan taman hutan raya (TAHURA);

1. perdagangan, terdiri atas:
1.   Izin pengelolaan pasar rakyat;
2.   surat keterangan penyimpanan barang; dan
3.   surat keterangan asal;
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in.kearsipan, yakni lzin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan
di lembaga kearsiparl daerah;

n. penanarnan modal, yahai kemudahan pelayanan, fasilitas riskal dan informasi
penanaman modal; dan

o.1ainnya, terdiri atas :
1.   Izin survey; dan
2.   surat keterangan penelitian.

Pasal 5

(1)   Penerbitan Perizinan lainnya dan Nonperizinan ditandatangani oleh Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu.

(2)   Penerbitan      Perizinan      lairmya      dan      Nonperizinan      wajib      mendapat
rekomendasi/persetujuan teknis/ pertimbangan telmis dan / atau sebutan lainnya
darn  kepala.   Perangkat  Daerah   terkait   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan
perundang-undangari.

|3)   Penerbitan  Perizinan  lainnya dan Nonperizinan  dapat dilakukan   pemeriksaan
lapangan sesual dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 6

(1)  Dokumen  Perizinan  dan  Nonperizinan  yang  sudah  diterbitkan  dapa.t  dicabut
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)  Pencabutan    dokumen    Perizinan    Berusaha    Berbasis    Risiko    sebagainana
dimaksud   pada   ayat   (1)   disalnpaikan   oleh   Dinas   Penanaman   Modal   dan
Pela.yanan Terpa.du sa.tu pintu melalui notifikasi kepada Lembaga OSS.

(3)  Pencabutan    dokumen    Perizinan    lainnya    dan    Nonperizinan    sebagaimana
dimaksud   pada  ayat   (1)   dilaksanakan   oleh   Dinas   Penanaman   Modal   dan
Pelayanan    Terpadu    Satu    Pintu    dengan    menerbitkan    surat    keputusan
pencabutan.

BAB IV
pEmelAyAAN DAN LApORAN

Pasal 7

Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan tidak dipungut biaya.

Pasal 8

Segala pembia.yaan  atas Pendelegasian  Kewenangan Bupati  dalam penyelenggaraan
Perizinan  dan  Nonperizinan    dibebanhan  pada  anggaran  pendapatan  dan  belanja
daerah.

Pasal 9

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Texpadu Satu Pintu wajib melaporkan
peflyeleiiggaraan Pefizinaji da]i N6iipefizinaii kepada B-tipati secara berkala.
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BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal  10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sanggau Nomor
13     Tahun  2017   tentang  Pelimpahan   Kewenangan   Bupati  Urusan   Perizinan   dan
Nonperizinan  Kepada  Dinas    Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu
Kabupaten  Sanggau   (Berita  Daerah   Kabupaten  Sanggau  Tahun  2017   Nomor   13),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal  1 1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap  orang mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan  Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 30 Maret 2021

BUPATI SANGGAU,

ITD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 30 Maret 2021

SBKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TI`D

KUKUH TRIYATMAKA
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021  NOMOR 28
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